WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin
mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, maka perlu adanya
standar pelayanan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Sawahlunto tentang Standar Pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomr 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 2495, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahunl990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
I Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republic

Indonesia Nomor 3423 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);




17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 T ahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 14);

18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2020 Nomor 70);

19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
(Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;
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Daerah adalah Kota Sawahlunto.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

Dinas Adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu
pintu dan satu tempat.

Penyelenggara PTSP Daerah adalah pejabat pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label
dan lain-lain sejenis.

Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

Pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang berhubungan secara langsung
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dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktifitas di
lingkungan Pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang
berlaku.

Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

Pelayanan secara clektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah
pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara
elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh lembaga 0SS untuk dan atas nama menteri,
pimpinanlembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Maklumat pelayanan publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.

Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari badan dan /atau pejabat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Survei kepuasan masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah
pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan

publik.

Pasal 2

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dilakukan

dengan prinsip :

a.

sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti,
mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;

partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat
dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan

atas unsur komitmen atau hasil kesepakatan;
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C.

akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan;

berkelanjutan, standar pelayanan harus terus menerus dilakukan
perbaikan supaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat; dan

keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB I
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan Online meliputi :

a.

b.
s
d.

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baru;
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perubahan;
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perpanjangan; dan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pencabutan.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 4
(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Online Single Submission (0SS),
adalah :
a. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
b. 1zin Lokasi;
o Qertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
d. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
g. Izin Usaha Simpan Pinjam;
h. Izin Usaha Industri;

Tanda Daftar Industri (TDI);
1 Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan

pte
.

Penyimpanan Barang (SKPB);
k. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

al
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bb.
cc.
dd.

ec.

ff.
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11.

nn.
Q0.
PP
qq.

SS.

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol
Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum
ditempat;

Rekomendasi Pemanfaatan PKAPT dan Pelaporan rekapitulasi
Perdagangan Kayu Antar Pulau,;

Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;

Penerbitan TUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah
Kabupaten/Kota;

Izin Mendirikan Rumah Sakit;

Izin Optik;

Izin Apotek;

Izin Toko Obat;

Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional,

[zin Usaha Angkutan;

Izin Pendirian Warnet;

Izin Operasional TV Kabel,;

Pendaftaran Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perubaahan Penanaman Modal;

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

lzin Usaha Perubahan Penanaman Modal;

Izin Lingkungan;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman ;
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran,;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;

_ Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata,

Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
Penerbitan Izin Usaha Perikanan (TUP) dibidang Pembudidayaan
Tkan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
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Penerbitan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam

Daerah Kabupaten/Kota;
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih /Bibit Ternak dan Pakan;

Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) Obat
Hewan; dan

Izin Rumah Potong Hewan.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK adalah :

a.

- S

—

no9 o By
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ce,
dd.
ee.
ff.

Izin Pemakaian Alat Berat;

Izin Pemakaian Dump Truck;
Rekomendasi Pembelian BBM;

Izin Praktek Dokter;

Izin Praktek Apoteker;

Izin Praktek Perawat;

lzin Praktek Bidan;

Izin Kerja Apoteker;

Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

Izin Kerja Refraksionis Optisien;

Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

Izin Kerja Tenaga Gizi;

Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;

Izin Usaha Depot Air Minum;

Izin Klinik;

Izin Operasional Puskesmas;

Izin Kerja Perekam Medis;

Izin Tukang Gigi;

Izin Praktek Tenaga Gizi;

Izin Elektromedis;

1zin Praktek Fisioterapis;

Izin Kerja Fisioterapis;

Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
Surat Izin Praktik Radiology;

Izin Trayek; dan

Rekomendasi [zin Penelitian.




(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Proses Manual adalah :

a.

b
c
d
€.
f.
g
h

=t

.

ot
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bb.

ec.

dd.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Rekomendasi Pupuk Bersubsidji;

Kartu Pencari Kerja (AK-1);

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);

Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;

Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);

Pelaporan dan Pendaftaran Pemborong Kerja;

Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;
Penerbitan 1zin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan
Izin Usaha Toko Swalayan;

Penerbitan Surat Ketarangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten /Kota
yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan;
Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT);

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir;

1zin Pemakaian Terminal;

Izin Pemakaian Badan Jalan;

Izin Insidentil AKDP;

Izin Pembuangan Limbah Cair;

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,;
Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR);

Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman;

Penerbitan Izin Membuka Tanah;

Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah /Pengelolaan Sampah,
Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang
Diselenggarakan oleh Swasta;

Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;
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ff.

hh.

ii.

00.
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qq.

SS.

tt.

uu.
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ZZ.

aaa.

bbb.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Pelayanan Sertifikasi Benih;

Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan
Energi (KPE);

Izin Operasional Rumah Sakit;

Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

Fasilitas Pemeliharaan Hewan /Pasar Hewan;

Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);

. Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP

Keswan);

Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP
Inseminator);

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Kebuntingan (SIPP PKb);

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP
ATR);

Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET);

Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);

Izin Pemasangan Iklan / Reklame;

Rekomendasi Izin Keramaian;

Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial dan Operasional Panti
Sosial;

Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);

[zin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi,

[zin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah / Kota;
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota
Sawahlunto; dan

Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan yang meningkat,

yang diukur dengan indikator yang disusun dan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundangan.

(2) Parameter indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

o




4. ketersediaan tempat, sasaran dan prasarana informasi berupa lembar
informasi, serta panduan dan prosedur yang jelas, mudah dipahami,
dan mudah diakses oleh pemohon pelayanan;

b. ketersediaan sarana telematika berikut perangkat lunak yang
memadai;

c. ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan memiliki
kompetensi yang handal; dan

d. ketersediaan mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan
PTSP di wilayah kerjanya.

BAB III
MEKANISME PELAYANAN
Pasal 6

(1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas secara langsung
dan/atau melalui jaringan website dengan mengisi formulir yang telah
disediakan sesuai jenis izin yang digjukan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
persyaratan administrasi secara lengkap dan benar dan diserahkan ke loket
penerima untuk diteliti kelengkapannya.

(3) Permohonan  dan persyaratan administrasi yang belum lengkap
dikembalikan kepada pemohon oleh petugas loket penerima untuk
dilengkapi dan/ atau diperbaiki.

(4) Permohonan dan persyaratan administrasi vang sudah lengkap dibuatkan
tanda terima berkas permohonan serta disampaikan kepada pemohon

melalui loket pelayanan.

Pasal 7

(1) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dapat dilakukan
survei pencocokan data dengan keadaan lapangan yang dilakukan oleh Tim
teknis.

(2) Untuk jenis pelayanan tertentu yang sifatnya sederhana dan persyaratannya
telah lengkap serta benar tidak diperlukan survei.

(3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim
memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas, atas diterima atau
ditolaknya permohonan izin.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota terdiri

dari unsur Perangkat Daerah terkait.
Pasal 8

(1) Permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai

ketentuan diterbitkan Surat Izin/Keputusan.

Y



(2) Izin yang dikenakan retribusi dengan mempedomani Peraturan Daerah
tentang Retribusi yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diterbitkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan/ atau Dokumen Lain yang dipersamakan untuk diserahkan
kepada pemohon melalui loket pelayanan.

(3) Berdasarkan perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemohon membayar retribusi melalui bendahara penerima pembantu di
loket pembayaran/kasir atau melalui rekening Kas Daerah clan selanjutnya
dilakukan proses penerbitan izin.

(4) Pemohon mengambil Surat lzin/Keputusan dengan menunjukkan kuitansi
pembayaran dan/ atau tanda terima berkas permohonan melalui loket

pelayanan.

Pasal 9

(1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai
ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat
Penolakan dari Dinas.

(2) Surat Penolakan beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan ke pemohon paling lambat sesuai batas waktu
penyelesaian masing-masing jenis pelayanan.

(3) Dinas wajib menyampaikan tembusan Surat Izin/Keputusan atau Surat

Penolakan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10
Setiap pemohon wajib memberikan keterangan dan/atau data pendukung

lainnya yang benar dan lengkap kepada petugas.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 11
(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang
diberikan Dinas disertai identitas yang jelas.
(2) Dinas harus menanggapi setiap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak aduan diterima.

Pasal 12
(1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung atau melalui telepon,
e-mail dan website.
(2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas

loket pengaduan dan informasi.

o5’




(3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, e-mail dan website disampaikan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Aprjl 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS W KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR
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Jenis Izin

Dasar Hukum

Persyaratan

Jangka
Waktu

Gratis /
Berbayar

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

4

Analisis Mengenai Dampak Linglkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Sural
Pernvataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang
perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang
dinyatakan dalam jumlah kursi

Akomodasi

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan

1

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik sektor Pariwisata

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

o

W

5]

A. Usaha Perseorangan !

Foto kopi KTP

Foto kopi NPWP

Foto kopi lzin Mendiri Bangunari (IMB]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL} / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undarngan

keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang
perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi vang
dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas
vang tersedia

B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
(apabila terjadi perubahan)

Foto kapi NPWP

Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB}

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL} / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pernantauan
Lingkungan Hidup [(SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang
perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang
dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas
yang tersedin

3 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b, Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp. (0754) 62167

d. Fax. (0754] 62167

e. Hp. 081353127427

. Email :
dpmptspnakersawahluntoggmail.com

g. Website ; sibaro.sawahlunto.go.id




Jangka Gratis / Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan Walktu Berbayar
36 [Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A, Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Kepariwisataan; 1 Foto kopi KTP b. Kotalk Saran dan Pengaduan
Relreasi 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 2 Foto kopi NPWP c. Telp, (0754) 62167
tentang Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kopi Izin Mendir] Bangunan (IMB) d. Fax. (0754) 62167
Secara Blektronik sektor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya {. Email
2019 fentang Perubahan Keliga atas peraturan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat dpmptapnakersawahluntofigmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g, Website : sibaro.sawahlunto.go,id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 5 Periginan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannva
(apabila terjadi perubahan)
2 TFoto kopi NPWF
3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)
4 Analisis Mengenai Dampak Linglkungan (AMDAL) /
Upsya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL} / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
37 |Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A. Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Kepariwisataan; 1 Foto kopi KTP b, Kotak Saran dan Pengaduan
Insentif, Konferensi dan Pameran 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 2 Foto kopi NPWP c. Telp. (0754) 62167
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kapi lzin Mendiri Bangunan (IMB) d. Fax. (0754) 62167
Secara Elektronik sektor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampalk Lingkungan (AMDAL) / e Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upava f. Email -
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat dpmptsprakersawahlunto@gmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g. Website ; sibaro.sawahlunto,go.id
Wewenang Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
{apabila terjadi perubahan)
2 Foto kopi NPWP
3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)
4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upava Pengelolaan Linglkungan Hidup dan Upava
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

o




Janghka

Gratis [

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan Waktu Berbayar
38 [Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A. Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis i, Ruang Pengaduan
Informasi Pariwisata Kepariwisataan; 1 Foto kopi KTP b, Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 2 Foto kopi NPWP ¢, Telp. (0754} 62167
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB) d. Fax. [0754) 62167
Secara Elektronik sektor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya {. Email :
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat dpmptspnakersawahluntof@gmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
|apabila terjadi perubahan)
2 Foto kopi NPWP
3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)
4 Analisis Mengenai Dampak Linglungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Linglkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (8PPL)
5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
39 [Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A, Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis a, Ruang Pengaduan
Konsultasi Pariwisata Kepariwisataan; 1 Foto kopi KTF b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 2 Foto kopi NPWP c. Telp. (0754) 62167
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB) d. Fax. (0754) 62167
Secara Elektronik sektor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota SBawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya {. Email :
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Permantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat dpmptspnakersawahlunto@gmail com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g. Website : sibaro.sawahlunto.goiid
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| & Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
{apabila terjadi perubahan)
2 Foto kopi NPWP
3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)
4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Linglkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesual

dengan ketentuan perundang-undangan

Pz




o — Dissix Hiikiain Phrspainten ,“MHMHW wnﬂ_._“““_. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
40 [Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta | 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A. Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Kepariwisataan; | Foto kopi KTP b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 2 Foto kopi NPWP c. Telp. (0754) 62167
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB) d. Fax. [0754) 62167
Secara Elektronik sektor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan [AMDAL) / e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya [ Emall :
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat dpmptspnakersawahluntogigmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g Website : sibaro.sawahlunto_go,id
Wewenang Perizirtan dan Non Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
6 Bubjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
B. Badan Usaha atan Badan Usaha berbadan hulum :
I Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
(apabila terjadi perubahan)
2 Foto kopi NPWP
3 Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)
4 Analisis Mengenai Dampak Linglkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
6 Subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan
41 |Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang A. Usaha Perseorangan : 3 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Kepariwisataan; 1 Foto kopi KTP b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Takun 2018 2 Foto kopi NPWP c. Telp. (0754) 62167
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB) d. Fax, (0754) 62167
Secara Elektronik seltor Pariwisata 4 Analisis Mengenai Dampalk Lingkungan (AMDAL) / e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya f. Emanl :
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL} / Surat dpmptspnakersawahlunto@gmail com
Walikata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintudan| § Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. dengan ketentuan perundang-undangan
6 untuk usaha rumah pijat dilengkapi surat terdaftar
pengobatan tradisional (STPT) bagi pemijat
7 Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan

tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi
penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis
terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan




No
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Jangha
Waktu

Gratis /
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Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

(4]

B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
(apabila terjadi perubahan)

Foto kopi NPWP

Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

untuk usaha rumah pijat dilengkapi surat terdaftar
pengohatan tradisional (STPT) bagi pemijat

Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan
tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomencdasi
penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis
terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan

42

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa

Pramuwisata

1

2

Undang-undang Momor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisalaan:

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik sektor Pariwisata

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Noemor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto,

| = Ry

£ W

w

A. Usaha Perseorangan :

Foto kopi KTP

Foto lopi NPWP

Foto kopi lzin Mendiri Bargunan (IMB)

Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Linglkungan Hidup (SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan peru ndang-undangan

B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :
Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya
(apabila terjadi perubahan)

Foto kopi NPWP

Foto kopi lzin Mendiri Bangunan (IMB)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Linglkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

3 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

¢ Telp. (0754) 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Email :
dpmptspnakersawahlunto@gniail.com

& Website : sibaro.sawahlunto.goiid




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan -ﬂ”ﬂ”w %MH““M-. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masuken
43 [lzin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, I Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Surat Permohonan S Hari CGratis a, Ruang Pengaduan
Kios dan Pengecer perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 PFoto kopi KTP b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) c. Telp, (0754) 62167
2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang | 4 Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia [ASOHI) d. Fax. (0754) 62167
abat hewan e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun f. Emeil ;
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan dpmptspnakersawahluntofigmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian g. Website : sibaro.sawahlunro.go.id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
44 |Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Surat Keterangan Kepemilikan hewan / pass ternak 1 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Masyarakat Veteriner peruhahan atas undang-undang nomor 18 tahun b. Kotak Saran dah Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Surat Keterangan Kesehatan Hewan c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang | 3 Surat Keterangan Status Reproduksi d. Fax. (0754) 62167
kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan ¢ Hp. 081353127427
hewan £ Email :
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota S8awahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto,
45 [Penerbitan lzin Usaha Perikanan (1UP) I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 1 Surat Permohonan; 7 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
dibidang Pembudidavaan [kan yang Indonesia Nomor 49/ PERMEN-KP/2014 tentang 2 Memiliki rencana usaha; b. Kotak Saran dan Pengaduan
Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten / Usaha Pembudidayaan Ikan 3 TFotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau c. Telp, (0754) 62167
Kota 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun penanggung jawab korporasi; d. Fax. (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 4 Fotokopi NPWP pemilik atau korporasi; e. Hp. 081353127427
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 5 Surat keterangan domisili usaha; f. Email ;
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 6 Fatokapi akta pendirian korporasi; dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Penanaman Modal, Pelayanan Terpady Satu Pintu dan| 7 Fotokopi izin lolkasi; & Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Tenaga Kenja Kota Sawablunto, 8 Memiliki lzin Lingkungan yang dikeluarkan oleh

9

instansi yang berwenang;
Pas foto ukuran 4x6

10 Surat pernvataan bermaterai yang menyatakan

kebenaran data dan informasi vang disampaiken.

e




o Samia laik Dasar Hukum arsyaroten .“MW”” Mﬂ“ﬂﬂﬂn Penanganan Pengaduan, Saran dan Masulan
46 |lzin Usaha Pertanian yang Kegiatan I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 1 Permohonan 7 Hari Ciratis a. Ruang Pengaduan
Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota tentang Tata Cara Perizinan Berysaha Sektor 2 fotokopi KTP h. Kotak Saran dan Pengaduan
Pertanian 3 Akta Pendirian c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikora Sawahlunte Nomor 31 Tahun 4 Fotokopi NPWP d. Fax, (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi [ 5 Rekomendasi Kesusaian dengan rencana Tata Ruang e, Hp. 081353127427
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Wilayah (RT/RW) rencana tata detail tata ruang (RDTR) l. Email :
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Rabupaten Lebong/Kota dari bupati /walikota Untulk asﬁﬂnmv:.“:ﬁ__mws_ar_:ﬁﬂc@m_dm:.no_:
teralkhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto izin usnha tanaman pangan proses produlksi vang 2. Website - sibaro.sawahlunto,go.id
Nomor 70 Tablun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas diterbitkan oleh gubernur
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 6 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pembangunan tanaman dengan provinsi dari gubernur
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota dari izin usaha tanaman pangan proses produksi yang
Sawahlunto diterbitkan oleh bupati
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 7 lzin lokasi bila tanah yang diperlukan untuk usaha
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan tidalk lebih dari 25 Ha
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 8 Hasil Analisa Mengenai Dampalk Lingkungan [AMDAL,
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas UKL dan UPL)
Penanaman Madal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 9 Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan
Tenaga Kerja Kota Sawahluntao, mutu pangan hasil pertanian
1) Pernyataaan Kesanggupan melakukan kegiatan usaha
paling lambat 6 bulan sejak di terbitkan izin usaha
11 Burat pernyataan di atas materai 6000 bahwa berkas
yang anda masukkan ke Dinas Penanaman Madal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah
Benar adanya
12 Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
13 Permohongn dibuat 3 Rangkap (satu asli dua fotokopi)
14 1 [satu) Buah Map
47 |lzin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan| 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 1 Permohonan 30 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Pakan tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor 2 KTP b. Kotak Saran dan Pengaduan
Pertanian 3 lzin Lokasi c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 4 Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro d. Fax. (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang e. Hp. 081353127427
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang _undam_ammmd.m: diterbitkan Bupati/Walikota f. Email :
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 5 Rencana Kerja Pembangunan unit usaha budi daya dpmptspnakersawahluntoggmail.com
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peternakan g. Website : sibaro.sawahlunto. go.d
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 6 lzin Lingkungan
7 Pernyataan Menerapkan Pedoman Pembibitan yang
Baik/Pedoman Budidaya yang Baik
8 Pernyataan akan melakukan Kemitraan
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Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a8

lzin Usaha Pengecer {Toko, Retail, Sub
Distributor] Ghat Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tabun 2019
tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor
Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

18/ Permentan/OT.140/4 /2009 tentang syarat darn
tata cara pemberian izin usaha obat hewan
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawablunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi. Tugas dan Pungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daeral Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto,

sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan
usahanya;

nomor pokok wajib pajak (NPWF);

izin lokasi usaha

surat izin usaha perdagangan

tempalt penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin
terfaganya mutu;

Surat Izin tenaga dokter hewan atau apotelier vang
bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang
belerja tetap sebagai penanggung jawab telnis

7 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp. (0754) 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp. D81353127427

f. Email -
dpmptspnakersawahluntoggmail.com

g. Website : sibaro,sawahlunto.go.id

49

lzin Rumah Potong Hewan

Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/Permen/OT.140£i/2010 tentang persvaratan RPHR
dan Unit Penangan Daging

Peraturan Waliketa Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Momor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

1
2
3

Surat Permohonan
Foto kopi KTP
lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

7 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b, Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp, (0754] 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Email :
aﬁaﬁﬂavsmxaawmémi:5ﬂ£.,mm_.dm:.no§

& Website : sibaro.sawahlunto.go id




(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui SICANTIK

No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .“M“-MWH unﬂnnn%“”n\a Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1 |lzin Pemakaian Alat Berat 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2016 | 1 Surat Permohonan 2 Hari Berbayar |a. Ruang Pengaduan

Tentang Perubahan Kelima atas peraturan Daerah 2 Menandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump b. Kotak Saran dan Pengaduan
Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Truck c. Telp. (0754] 62167
Retribusi Jasa Usaha 3 Membayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perda d. Fax, (0754) 62167

2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 4 Menandatangani Berita Acara serah terima Alat Beral / [ Email :
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Dump Truck dpmptspnakersawahlunto@gmail corn
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 5 Foto kopi KTP g Website : sibaro,sawahlunto.go.id
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte

3 Prosedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan
kekayaan daeral Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan
sejenisnya) Tahun 2016.

2 |lzin Pemakaian Dump Truek 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2016 | 1 Surat Permohonan 2 Hari Berbayar |a. Ruang Pengaduan

Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kota| 2 Menandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump b. Kotak Saran dan Pengaduan
Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Truck c. Telp. (0754) 62167
Jasa Usaha 3 Membayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perda d. Fax. (0754) 62167

2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 4 Menandatangani Berita Acara serah terima Alat Berat / . Email
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Dump Truck dpmptspnakersawahlunto@@gmail.com
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 5 Foro kopi KTP g Website : sibaro,sawahlunto.go.id
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

3 Prosedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan
kekayaan daerah Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan
sejenisnya) Tahun 2016.

3 |Rekomendasi Pembelian BBM 1" Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang | | KTP 1 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan

badan pengatur penyediaan dan pendistribusian 2 Surat Keterangan Usaha dari Desa/Keluarahan Tempat b. Kotal Saran dan Pengaduan
hahan bakar minvak dan kegiatan usaha Usaha (Gudang) c. Telp. (0754) 62167
penganghkutan gas bumi melalui pipa d. Fax. (0754) 62167

2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang e. Hp. 081353127427
harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis f. Email :
bahan bakar Minyak tertentu (Lembaran Negara dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 41 g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

3 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan

Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian

Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan ..ﬂ”—m”w No” -.MM“M... Penanganan Pengaduan, Saran dan Masulkan
4 |lzin Praktik Dokter Undang Undang Nomot 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Surat Tanda Registrasi (STR) vang diterbitkan oleh b. Kotak Saran dan Pengaduan
Permenkes Rl Nomor 2052/ Menkes/Per/X /2011 konsil kedokteran Indonesia c. Telp. (0754) 62167
tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 3 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik d. Fax. (0754) 62167
Kedakteran 4 Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan e. Hp. 081353127427
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Burat rekomendasi dari organisasi profesi 1. Email -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Pas foto berwarna dx6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar) q_un_.;;mvnmxmﬁmmém.:_cao@m.am:_noE
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 7 Materai 6000 (2 lembar) g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunta sebagaimana telah diubah beberapa kali 8 Surat izin dari pimpinan instansi / sarana pelayanan
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto kesehatan dimana dokter, dokter gigi dan spesialis
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas dimaksud bekerja
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 9 Denah lokasi tempat praltil
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi |10 Fota kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga
Sawahlunte 12 Lunas PBB
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Petizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
5 |lzin Praktek Apoteker Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 20 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Keschatan 2 Surat Keterangan sehat dari dokter b. Kotak Saran dan Pengaduan
Permenkes Rl Nomor 889/ Menkes/PER/X,/2011 3 Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar) c. Telp. (0754) 62167
tentang Registrasi [zin Praktik dan lzin Kerja Tenaga 4 Surat rekomendasi dari organisasi profesi d. Fax, (0754) 62167
Kefarmasian 5 Surat keterangan kerja dari pimpinan e. Hp. 081353127427
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 6 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang f. Email :
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi telah dilegalisir dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 7 Surat Pernyatann mempunyai praktek profesi

Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunte
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlurita

g Website : sibaro.sawahlunto.go.id




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .ﬂ”ﬂn_ﬂn m.m.@ Mm_“n_“,w\u Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
6 |lzin Praktek Perawat I Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 SBurat Permohonan 5 Harj Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes Rl Nomor berlaku . Telp, (0754) 62167
HIK.02.02/ MENKES/ 148/11/2010 tentang lzin dan 3 Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter vang Memiliki d. Fax, (0754) 62167
Penyelenggaraan Prakiik Perawat Surat lzin Praktek e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 17 Tahun 4 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 (3 Lembar) . Emayl -
2013 tentang Perubahan Permenkes R] Nomor 148 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktel 6 Materai 10.000 (2 lembar) g. Website : sibaro.sawahlunto, go.id
Perawat 7 Sural keterangan kerja dari pimpinan
4 Peraturan Walikota Sawalilunto Nomor 31 Tahun 8 Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
2016 tentang Susutian Organisasi, Tugas dan Fungsi | 9 Foto kopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 10 Denah Lokasi Praktek
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali [ 11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 12 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB]
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walilcota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinah dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlurito
7 |lzin Praktik Bidan 1" Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 5 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/PER/X /2010 berlaku dan dilegalisir c. Telp. (0754) 62167
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan | 3 Surat keterangan sehat dari dokter d. Fax, (0754) 62167
4 Pas foto berwarna 4x6 (3 lembar) e Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Surat rekomendasi dari arganisasi profesi . Email :
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Materai 6000 (2 lembar) dpmptspnakersawahluntog@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 7 Surat keterangan kerja dari pimpinan g Website : sibaro.sawahlunto.po.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 8 Denah lokasi tempat praktil
teralhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 9 Foto kopi IMB
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 10 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 11 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pelayanan keschatan atau tempat praktek
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 12 Foto kopi lunas PRB
Sawahluntoe
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota S8awahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan ,W.HMMH w...”n_.mhﬂm“n\_. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8 [lzin Kerja Apoteker 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang I Surat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes RI Nomor BB9/Menkes/PER/X /2011 dilegalisir c. Telp. (0754) 62167
tentang Registrasi lzin Praktik dan [zin Kerja Tenaga 3 surat keterangan deri pimpinan fasilitas pelayanan d. Fax. (0754) 62167
Kefarmaslan Kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun distribusi/ penyaluran, f, Email -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 4 surat rekomendasi dar organisasi profesi dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 5 Pas photo hewarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) g Website ; sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahluntoe sebagaimana telah diubah beberapa kali lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 rentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Maodal, Pelayanan Terpadu Safu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
9 [lzin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang I Surat Permohonan 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes RI Nomor 889/Menkes/PER/X /2011 3 Burat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat c. Telp, (0754) 62167
tentang Registrasi lzin Praktik dan lzin Kerja Tenaga pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian d. Fax, (0754) 62167
Kefarmasian 4 surat rekomendasi dari organisasi profesi e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Pas photo bewarna ukuran 4 X 6 sebanyald 2 (dua) . Email ;
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar dpmptspnakersawahluntog@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota g. Website : sibaro.sawahlunto. go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunta
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomar 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Peranglkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Medal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis lzin Dasar Hukum Persyaratan .““MNHW M._u n-“.un““ﬁ\n Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
10 |lzin Kerja Refraksionis Optisien 1 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 19 Tahun 1 Surat Permohonan 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
2013 tentang Penyelenggaraan Peleerjaan Refreksionis | 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optise b. Kotak Saran dan Pengaduan
Optisien dan Optometris (STRRO) atau Surat Tanda Registrasi Optometris c. Telp, (0754) 62167
2 Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor [STRO) d. Fax. (0754) 62167
544 /Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan lzin | 3 Surat keterangan sehat darj dokter yang mempunyai e. Hp. 081353127427
Kerja Refraksionis Optisien Surat lzin Praktik f. Email
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 4 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan pelayanan kesehatan yang bersangkutan g Website : sibaro.sawahlunto.go.fd
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 5 Pas foto herwama 4x6 (3 lembar) berlatar helakang
Wewenang Perizinati dan Non Perizinan Kepada Dinas merah
Penanaman Madal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan| 6 Sural relkomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Kabupaten / Kota atau pejabat vang ditunjulk
7 Rekomendasi dari Ikatan Refraksionis
Optisien/Optometris Indonesia
8 Surat lzin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) atau
Surat lzin Kerja Optometris (SIKO) pertama [untuk
permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua)
11 |lzin Praktek Tenaga Laboratorium 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 8Surat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan Kesehatan 2 Foto kopi ijazah yang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes Rl Nomor 42 tahun 2015 tentang lzin dan | 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi . c. Telp. (0754) 62167
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratarium Laboratorium Medik (STR-ATLM) d. Fax, (0754) 62167
Medil 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun lzin Praktek f. Email
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat Keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota kesehatan vang bersangkutan & Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 6 Pas Photo warna terbaru ulkuran 4 x 6 (tiga lembar)
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunta berlatar belakang merah
4 Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun Kota atau pejabat yang ditunjulk
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | § Rekomendasi dari Organisasi Profesi
serta Tata Kerja Organisasi Peranglat Daerah Kota 9 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorivm Medilc
Sawahlunto [STP-ATLM) pertama (untuk permohonan Surat lzin
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik [SIP -
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan ATLM) yvang kedua)
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian |10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Wewenang Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Dinas | 11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pinty dan | 12 Denah Lokasi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 13 Foto kopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PEB)
12 |lzin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan 1 Undang Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 TFoto kopi ljazah yang dilegalisir b. Kotak S8aran dan Pengaduan
2 Permenkes Rl Nomor 42 Tahun 2015 tentang lzin dan | 3 Foto kopi STR c. Telp. (0754) 62167
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknelogi Laboratorium | 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai d. Fax. [0754) 62167
Medik Surat Izin Praklik e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 5 Burat Rekomendasi dari atasan Langsung . Email :
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 6 Pas foto warna terbaru 4x6 (3 lembar) berlatar belakang dpmiptspnakersawahlunto@gmail.com
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian merah g Website : sibaro.sawahlunto.ge.id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 7 Rekomendasi dari organisasi profesi

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Q\\




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .“MMWM %ﬁ“ﬂhﬂu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
13 [lzin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang I Burat Permochonan 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 32 tahun 2013| 3 Foto lopi ljazah yang dilegalisir c. Telp, (0754) 62167
tentang Penyelengparaan Pekerjaaan Tenaga 4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Santitarian d. Fax. (0754) 62167
Sanitarian [STRTS) e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Surat keteranpan schat dari dokter yvang memiliki surat f. Email -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi izin praktik dpmptspnakersawahluntoggmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Burat pernyataan memilili tempat kerja di fasilitas #. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas betlatar belakang merah
Peraturan Walikela Sawahlunto Nomor 31 Tahun 8 Rekomendasi dari organisasi profesi
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 9 Surat Tanda Regisirasi Tenaga Santitarian (SIKTS)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kora pertama (untuk permohonan Surat Tanda Registrasi
Sawahlunto Tenaga Santitarian (SIKTS) yang kedua)
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
14 |lzin Kerja Tenaga Gizi 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonarn 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah vang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTCz) c. Telp, (0754) 62167
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat d. Fax. [0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun [zin Praktek e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas f. Email ;
serta Tata Ketja Organisasi Perangkat Daerah Kota pelayanan kesehatan atau tempat praitik pelayanan dpmpispnakersawahluntoggmail com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali gizi secara mandiri & Website : sibaro.sawahlunto.go.id
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyalk 3 (tiga)
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas lembar berlatar belakang merah
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 7 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi kabupaten /kota atau pejabat yang ditunjuk
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 8 rekomendasi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGH)
Sawahlunto 9 Surat lzin Praktek Tenaga Gizi (SIPTG2) atau Surat lzin
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Kerja Tenaga Gizi (SIKTG2) pertama Jkedua (untuk

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

permohonan Surat lzin Praktel Tenaga Gizi (SIPTGz)
atau Surat lzin Kerja Tenaga Gizi [SIKTGz) yang
kedua/ketiga)




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .ﬂ”ﬂ”ﬂ _“a_.." ...“““w\n Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
15 |lzin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes Rl Nomor 46 Tahun 2013 tentang 3 Surat Keterangan sehat dari dokter ©. Telp. (0754) 62167
Registrasi Tenaga Kesehatan 4 Pas photo bewsrna ukuran 4 X 6 sebanvak 2 [dua) d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun lembar e Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Sural rekomendasi dar organisasi profesi f. Email :
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kotd 6 SBurat keterangan kerja dari pimpinan dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
teralchur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
16 |lzin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang 3 Surat Keterangan sehat dari dokter c. Telp, (0754] 62167
Registrasi Tenaga Kesehatan 4 Pas photo bewarna ukuran 4 X 6 sebanyal 2 (dua) d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun lembar e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi {. Email -
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Surar keterangan kerja dari pimpinan dpmptspnakersawahlunto@gmail com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali g. Website : sibaro.sawahlunto.go id
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Talun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kola Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan _ﬂ“.»__mn_..“— wﬂm u_“un““h_. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
17 |lzin Kerja Penyuluh Kesehatan 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang 1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah b. Kotak Saran dan Pengaduan

2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang 3 Surat Keterangan sehat dari dokter c. Telp. (0754) 62167
Registrasi Tenaga Kesehatan 4 Pas photo bewarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (clua) d. Fax. (D754) 62167

3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun lembar e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi . Email -
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Surat keterangan kerja dari pimpinan dpmptspnakersawahlunto@gmail com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 1entang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

18 [Izin Usaha Depot Air Minum I Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang A Bagi Perusahaan Berbentuk Badan Usaha 10 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 1" Surat permohonan b. Kotak Saran dan Pengaduan

2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2 Foto kopi akta pendirian perusahaan bagi yang c. Telp. (0754) 62167
Namer 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Svarat Teknis berbadan hukum d. Fax, (0754) 62167
Depot Air Minum dan Perdagangannya 3 Foto kopi KTP Pemohon e. Hp. 081353127427

4 Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah yang I, Email :

3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 lzin mendirikan bangunan dpmptspnakersawahlunto@gmail,com
492 /MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan 6 Foto kopi NPWP g. Website - sibaro.sawahlunto.go.id
Kualitas Air Minum 7 Daftar tenaga menangani denpan mencantumbkan

4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun nama, alamat
2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Depot| 8 Rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi
Alr Minum urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas

5 Peraturan Waliketa Sawahlunto Nomor 43 Tahun produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha /

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian ktentuan
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 9 sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas terkait yang
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto balku dan air minum (Sampel diambil oleh petugas
laboratorium atau petugas sanitasi)
10 Denah lokasi
11 Surat pernyataan untuk memenuhi aturan
12 Tanda daftar perusahaan (TDP)
13 lzin Usaha Perdagangan
14 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)
15 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga vang
diketahui Camat dan Desa /Lurah
16 Foto kopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

.ﬂ\




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .“M_m“n” Ma..-ﬂuwha Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
B Perusahaan Perorangan
1 Surat permohonan
2 Fato kopi KTP
3 Foto kopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) / Surat
Keterangan Sewa
4 Foto kopi NFWP
5 Tenaga Teknis sebagai Konsultan dibidang Higiene
Sanitasi
6 Rekomendasi dari Dinas terkait vang membidangi
urlsan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas
produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha /
kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan
ktentuan
7 sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas terkait varg
membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air
baky dan air minum (Sampel diambil oleh petugas
laboratorium atau petugas sanitasi)
8 Denah Lokasi
9 Surat Keterangan Sepadan vang diketahui Camat dan
Desa /Lurah
10 Surat Pernyataan untuk memenuhi aturar
11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
12 Pas Photo 3 x 4 sebanyal 2 Lembar
13 Foto kopi Lunas PBB
14 Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah vang
diketahui camat
19 [lzin Klinik 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 30 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Burat rekomendasi dari Dinas Kesehatan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2014 | 3 Foto kopi penditian badan usaha kecuali untuk c. Telp: (0754) 62167
tentang Klinilk kepemilikan perorangan d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 4 ldentitas lengkap pemohon e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah {. Email :
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota daerah dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 6 Bukt kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 (lima) tahun bagi yang menvewa bangunan untuk
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi penyelenggaraan kegiatan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Dacrah Kota 7 Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan
Sawahlunto upaya pemantauan Lingkungan (UPL)
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 8 Profil Klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan kepengurusan; tenaga kesehatan, sarana dan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas diberikan
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 9 lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 10 Surat pernyataan sepadan { bertetangga yang
dilketahui Camat dan Desa / Lurah
11 Lunas PBB
12 Denah Lokasi Klinil

.




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .WMM”._D uﬁw ﬂ“wwﬁ. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masulkan
20 |lzin Operasional Puskesmas Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 30 Hari CGratis a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan b. Kotak Saran dan Pengaduan
Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 43 Tahun tanah yang sah c. Telp. (0754) 62167
2019 tentang Pusat Kesehatan Masvarakat 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB}) d. Fax, (0754) 62167
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 4 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan e. Hp. 081353127427
2016 fentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi peraturan perundang-undangan f. Email :
serta Tata Kerja Organisasi Perangkal Daerah Kota 5 Surat keputusan darvi Bupati/Walikota terkait kategori dpmptspnakersawahluntofigmail.com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Puskesmas B. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
teralhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas didirikan atau akan dikembangkan
Peraturan Walikata Sawahlunto Nomor 31 Tahun 7 Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi,
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi bangunan, prasarana, peralatan kesehatan,
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas
Sawahlunto yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 8 Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian setempat
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
21 |lzin Kerfa Perekam Medis Undang Undang Nomar 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi jjazah vang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 tahun 2013 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR] Perekam Medis c. Telp. (0754) 62167
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis 4 Surat keterangan sehat dari dokter vang memiliki surat d. Fax. (0754) 62167
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun lzin praktik e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 5 Surat permyataan memiliki tempat kerja di fasilitas f. Email ;
Walikata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian pelayanan kesehatan atau tempat praktik dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 8. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan [tiga) lembar
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 7 rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/lota
atau pejabat yang ditunjuk
8 rekomendasi dari organisasi profesi
22 |izin Tukang Gigi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 7 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Biodata tukang gigi b. Kotak Saran dan Pengaduan
Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 39 tahun 2014 3 lzin tukang gigi (kalau ada sebelum keluar Permenkes c. Telp. (0754) 2167
tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan 39/2014) d. Fax. (0754) 62167
Pekerjaan Tukang Gigi 4 Foto kopi KTP e, Hp. 081353127427
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 5 Surat keterangan Kepala Desa/kelurahan tempat f. Email :
2019 tentang Perubrhan Ketiga atas peraturan melakukan pekerjaan tukang gigi dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat g. Website : sibaro.sawahlunto.go,id
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas yvang diakui pemerintah
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 7 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto praktek
8 Pas foto ukuran 4x6 em sebanyak 2 (dua) lembar
9 Foto kopi IMB
10 Surat Keterangan tidak berkeheratan Sepadan
11 Denah Lokasi
12 Lunas PBB

o




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .WMW”W MH Hﬂ.““a Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
23 [lzin Praktik Kerja Tenaga Gizi I Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 5 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Keseharan 2 Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2013 3 Foto kopi ljazah vang dilegalisir ¢ Telp, (0754) 62167
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praltik 4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) d. Fax, (0754) 62167
Tenaga Gizi 5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun Izin praktik f. Email :
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandivi g. Website : sibaro.sawahlunto. go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali 7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyvak 3 lembar
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto berlatar belakang merah
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 8 Rekornendasi dari organisasi profesi
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 9 Surat lzin Praktel Tenaga Gizi (SIPTGz) Pertama {Untuk
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Permohonan Surat lzin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota kedua)
Sawahlunto 10 Foto lopi IMB / Sertilikat Tanal
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 11 Lunas PBR
2019 tentang Perubahan Ketign atas peraturan 12 Denah Lokasi
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian |13 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan.
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
24 |lzin Elektromedis 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan T Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 Tahun 2015 3 Foto kopi ljazah yang dilegalisir c. Telp. (0754) 62167
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praltik 4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STRE) d. Fax, (0754) 62167
Elektromedis 5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun izin praktik f, Emeil
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas dpmptspnakersawahlunto@gmail,com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri g Website : sibaro.sawahlunto.go,id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa lkali 7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunta berlatar belakang merah
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | g Rekomendasi dari organisasi profesi
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Madal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .WM._M”W u“mn -““ww\_. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
25 |lzin Praktek Fisioterapis 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang 1 8urat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah yang dilegalisir b. Kotalk Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 3 Foto kapi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis {STRF) c. Telp. (0754) 62167
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Pralktik 4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai d. Pax, (0754) 62167
Fisioterapis. Surat lzin Praktik e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nemor 31 Tahun 5 Surat pernvataan memiliki tempat praktik pelayanan f. Email ;
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi secara mandiri ﬁ_nB?wﬂumwEﬁmSmr_::S@wEm:.ncB
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 pas foto berwarna terbaru ukuran 446 ¢m sebanyak 3 g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Bawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali [tiga) lembar berlatar belakang merah
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /
Nomnor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas kota atau pejabat yang ditunjule (tidak diperlukan
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun apabila izin dikeluarkan dinas kesehatan)
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | g Rekomendasi dari [kata Fisioterapis Indaonesia ([F1)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 9 Burat lzin Praktel Fisioterapis (SIPT| pertama/kedua
Sawahlunto (untuk permohonan Surat Izin Praktelk Fisioterapis
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomar 43 Tahun (SIPF) yang kedua/ketiga
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 11 Denah Lokasi
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 12 Keterangan tidak berkeberatan sepadan / tetangga
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan | 13 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBE)
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte
26 (lzin Kerja Fisioterapis I Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang I Surat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah yang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis (STRE) ¢. Telp, (0754) 62167
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai d. Fax. (0754) 62167
Fisioterapis. Surat [zin Praktik e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas f. Emeal
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pelayanan kesehatan n._Ed%mﬁdmxnﬂmmsﬁ_._EEQ@MEE.M.no:._
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 em sebanyalk 3 g Website : sibaro:sawahlunto, go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali (tiga) lembar berlatar helakang merah
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 7 Rekomendasi dari [kata Fisioterapis Indonesia (IF1)
Nomaor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | g Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) pertama/kedua
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun (untule permohonan Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang kedua/ketiga )
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Namor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .WM—M”W wﬂ“u u.w_.un““h_q Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
27 llzin Praktik Psikolog Klinis 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohenah 14 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah yang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 Tahun 2017 | 3 PForm kopi Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis ¢ Telp. (0754) 62167
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog (STRPK) yang masih berlalku dan dilegalisir asli d. Fax. (0754) 62167
Klinis 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun izin praktik I Bmail
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat pernyataan memilili tempat praktik atau surat dpmptspnakersawahluntaggmail.com
serta Tata Kerja Crganisasi Perangkat Daerah Kota keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayvanan B, Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Kesehatan tempat Psikolag Klinis berpraktik
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas sebanyalk 3 lembar
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 7 Rekomendasi dari organisasi profesi
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 8 SIPPK Pertama Kedua (Untulk Permohonan SIPPK)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 9 Foto kopi [zin Mendirikan Bangunan (IMB} / Sertifikat
Sawahlunto Tanah (bagi praktik mandiri)
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 10 Lunas PBB ( bagi praktik mandiri )
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 11 Denah Lokasi | bagi praktil mandiri)
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bag
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas praktik mandiri ).
Penanaman Madal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
28 |lzin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang I Surat Permohonan 14 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi ljazah yang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 Tahun 2016 | 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan c. Telp. (0754) 62167
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigl Mulut (STRTGM) yang masih berlaku dan dilegalisir asli d. Fax, (0754) 62167
dan Mulut 4 Surat keterangan sehat dari dokter vang memiliki surat e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun izin praktik . Ermeit -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada g Websile : sibaro.sawahlunto,go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bersangkutan
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas sebanyak 2 lembar
Peraturan Walikota Bawahlunto Nomor 31 Tahun 7 Rekomendasi dari organisasi profesi
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 8 Suraq Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pertama Kedua (Untuk Permohonan Surat lzin Praktek
Sawahlunto Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM))
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 9" Foto kopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Tanah (bagi praktik mandiri)
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 10 Lunas PRR (bagi praktik mandiri)
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas |11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi

Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

praktilk mandiri).




No Jenis Izin Dasar Hulkkum Persyaratan ,“.w.“._m“n.w %@uﬂ“n\u Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
29 [lzin Praktik Penata Anestesi 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 Foto kopi l[jazah yang dilegalisir b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan nomer 18 Tahun 2016 | 3 Foto kapi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih c. Telp, (0754) 62167
tentang lzin dan Penyelenggaraan Prakiik Penata berlaku dan dilegalisir asli d. Fax. (0754) 62167
Anestesi 4 Surat keterangan sehat dari dokter vang memiliki surat e Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota SBawahlunto Nomor 31 Tahun izin praktik f, Email :
2016 :,u:S.Jm .m:mcnmz. D&.mj_mmwr Tugas dan Fungsi | 5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Polayanan dpmptspnakersawahluntofgmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Kesshatan ‘atau yang menvataken masih cmxm_,.m s g Website : sibaro.sawahlunto,go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Fasilitas Pel = M h : . - e
rakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto adllitas Pelayanan Keschatan Yang bersangkutan
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun sebanyalk 2 lembar
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 7 Rekomendasi dari organisasi profesi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 8 Surat lzin Praktek Penata Anastesi (SIPPA) Pertama
Sawahlunto Kedua (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Penata
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Anastesi(SIPPA))
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 9 Foto kopi 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Tanah (bagi praktik mandiri)
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan | 11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 12 Surat Keterangan tidak berleberatan Sepadan (bagi
praktil mandiri).
30 |Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah | 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Tangga Kesehatan 2 Foto kopi Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan b, Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor | 3 Foto kopi KTP c. Telp, (0754) 62167
22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat | 4 Denah Lokasi Usaha d. Fax. (0754) 62167
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surar e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun izin praktik f. Email -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dpmptspnakersawahluntog@gmail com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota g Website ; sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunto sehagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunte
Nomor 70 Tahun 2020 tentarig Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Peranglkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan ,ﬁ“ﬁ” M” aMM“ Ku Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
31 |lzin Praktik Radiclogy 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 1 foto kapi ijazab yang dilegalisir 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan 2 foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiology (STRR) b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 3 surat keterangan sehat dayf dokier yang memiliki c. Telp. (0754) 62167
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer Surat lzin Praktik d. Fax, [0754) 62167
3 Peraturan Waliketa Sawahlunto Nomor 31 Tahun 4 surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kesehatan vang bersangkutan . Email -
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 5 pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm dpmptspnakersawahluntoggmail .com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
teralhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas kabupaten /kota atau pejabat yang ditunjuk dan
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 7 rekomendasi dari organisasi profesi.
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Peranglkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang, Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
32 |lzin Trayek 1 UU Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Lalu lintas dan 1 Surat Permohonan 2 Hari Berbayar |a. Ruang Pengaduan
anglkutan jalan 2 Foto kopi izin Angkutan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 3 Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan hm‘_,z__c c. Telp. (D754) 62167
3 PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 4 Foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR) d. Fax, (0754) 62167
Pengemudi 5 Foto kopi KTP e. Hp. 081353127427
4 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan | 6 lzin Trayek vang lama {, Emai -
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dpmptspnakersawahluntoggmail.com
5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 8. Website - sibaro.sawahlunto.go.id
2003 tentang Penyelenggaraan Anglutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum
6 Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan
Tertentu [lembaran daerah Kota Sawahlunto tahun
2011 NO. 14)
7 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga alas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasinn
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .WM.M”” Mo Mﬂhmh-. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
33 |Rekomendasi [zin Penelitian I Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 1 Surat Permohonan Penertiban rekomendasi penelitian
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala
Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi Pinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
2 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di
tentang pedoman penertiban Relkomendasi Penelitian tandatangani oleh :
a Lurah / Kepala desa tempat domisili peneliti bag
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun penelitian kemasyarakatan untule peneliti individu vang
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota tingpi
Sawahlunto sebagaimana telab diubah beberapa kali | b Pemimpin yang membidangi peneljtian dari lembaga
teralkhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunta pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan,
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas untul peneliti yang berasal dari lembaga
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun pendidikan/perguruan tinggi
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | Pimpinan yang membidangi penelitian darj badan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota usaha yang bersanglkutan, untuk peneliti badan usaha
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun d Pimpinan yang membidangi penelitian dari
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan kementrian /lembaga pemerintah non kementrian yang
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Pemerintahan
Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| ¢ Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto kemasyarakatan, untulk Peneliti organisasi
kemasyarakatan
I Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi
nirlaba lainnya, untuk pepeliti organisasi nirlaba
lainnya,
2 Proposal Penelitian yang berisi
- Latar Belakang
- Maksud dan tujuan
- ruang lingkup
- jangka waktu penelitian
- nama penelitian
- sasaran/target penelitian
- metode penelitian
- lokasi Penelitian
- hasil yang diharapkan dari penelitian
3 SBalinan/Foto kopi kartu tanda Pendudulk peneliti
penanggung jawab/ketua/koordinator peneljti
4 Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yarng
berlalku
=

bagi peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan
atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan
disertai berkas salinan / Foto kopi akta notaris
pendirian badan usaha / organisasi kemasvarakatan
/lembaga nirlaba lainnya

W\




(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui Proses Manual

No

Jenis Izin

Dasar Hukum

Persyaratan

Jangka
Waktu

Gratis [
Berbayar

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Izin mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis lzin Mendirikan
Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun
2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010
Nomor 2)

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomoer 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

1 Permohonan Advice Planing
a Sertifikat Tanah
b KTP

1]

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)
Surat Permohonan IMB

b Surat Persetujuan Tetangga

Surat Rekomendasi Desa/Kelurahan

Surat Rekomendasi Kecamatan

Surat Lunas PBB

[ Burat Pernyataan

]

o LN

7 Hari

Berbayar

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp: (0754) 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp, 081353127427

f. Email :
mu:ﬁﬁﬂ:mrnﬂwms.m:_::ﬁ%wm;m:,no_.:

8 Website : sibaro.sawahlunto.go.ic

Relkomendasi Pupuk Bersuhsidi

Peraturan Presiden Nomor 77 Talun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersusidi sebagai barang dalam
pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata
cara Pengawasan Barang dan atau jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4 /2013 tentang pengadaan dan penyaluran
pupuk bersudsidi untuk sektor pettanian

Peraturan Waliketa Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

I Tempat Usaha (Gudang)

2 Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4 Rencana Definitil Kebutuhan Kelompok (RDKK)

3 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b. Kolak Saran dan Pengaduan

c. Telp. (0754) 62167

d. Fax, (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Email ;
n__u_s?m_ﬁmraﬁmimr_F_s__%."_mﬂm:.nonu
g Website : sibaro.sawahlunto,go.id




No Jenis Izin

Dasar Hukum

Persyaratan

Jangka
Waktu

Gratis /
Berbayar

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

3 [Kartu Pencari Kerja (AK-1)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib
lapor ketenagakerjaan di perusahaan

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang 8usunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah bebernpa kali
teralkhir dengan Peraturan Waliliota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walilota Sawahlunta Nomer 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daeérah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga alas peraturan
Walikota Namor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

I Foto kopi ijazah dari 8D s/d terakhir masing-masing 1
lembar

Fote kopi KTP | Lembar

Pas photo bewarna 3x4 sebanyak 2 lembar

Pas photo bewarna 2x3 sebanvak 1 lembar

Map 1 Buah

U B W N

1 Hari

Gratis

a. Ruang Pengaduan

b. Kotalc Saran dan Pengaduan

¢. Telp. (0754) 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Email :
dpmptspnakersawahluntoggmail.com

& Website : sibaro.sawahlunto.ge.id

4 |lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagalkerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata cara penggunaan tenaga kerja asing
Peraturan Menteri tenaga kerjn nomor 35 tahun 2015
tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara
penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugds dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomaor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomaor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikata Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenage Kerja Kota Sawahlunto

1 Hoto kopi surat pemberitahuan tentang persetujuan
pemberian Visa dari Imigrasi

Copy draft perjanjian kerja

3 Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan

>

Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Bank Pemerintah yang

ditunjuk oleh Menteri
4 Foto kopi Polis Asuransi
5 Foto bewarna ukuran 4x6 sebanyak 2 {cdua) lembar

4 Hari

dratis

a, Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

o Telp, (0754) 62167

d. Fax, (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f, Email :
dpmptspnakersawahlunto@gmail, com

g Website : sihare.sawahlinto.go.id




- F—— Dasar Hukum Persyaratan Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Walktu Berbayar
5 [lzin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang I Mengisi Formulir Permohonan, 2 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Swasta (LPTKS) Ketenagakerjaan 2 Fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi badan hukum vang telah mendapatkan pengesahar c. Telp. (0754) 62167
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penlempatan Tenaga dari instansi yang berwenang, d. Fax. (0754) 62167
Kerja 3 TFotokopi surat keterangan domisili perusahaan, e, Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 4 Fotokopi Nomor Pokole Wajib Pajak (NPWP). I. Email -
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 5 Fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih dpmptspnakersawahluntoggmail.com
serta Tala Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota berlaku, g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 6 Fotokepi anggaran dasar yang memuat kegiatan yang
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto bergerak di bidang jasa penempatan tenaga kerja,
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 7 Fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut
Peraturan Waliketa Sawahlunto Nomor 31 Tahun bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris.
serta Tata Kerja Organisasi Peranglkat Daerah Kota 8 Bagan struktur organisasi dan personil.
Sawahlunto 9 Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun minimal 1 tahun.
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 10 Fas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian cm sebanyals 3 lembar.
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 11 Rekomendasi dari instansi vang bertanggung jawab di
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang ketenagakerjaan /Tim telnis.
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte 12 Burat Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
13 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pajak Bumi
6 [lzin Bursa Kerja Khusus (BKK) 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang I Membawa Surat penetapan pembentukan BKK oleh 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Ketenagakerjaan Kepala Satuan pendidikan menengah /tinggi/ LPK h. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2 Membawa Keterangan sarpras c. Telp, (0754) 62167
Pemerintah Daerah 3 Membawa rencana penyaluran lenaga kerja selama 1 d. Fax. (0754) 62167
3 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata tahun e. Hp. 081353127427
cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan 4 Membawa Copy surat ijin pendirian dan surat ijin . Email -
Kerja operasional dari satuan, pendidikan menengah/tinggi %Evﬁmﬁ:mrﬁlmmEm_:::ﬁo@mﬁm:.nc%
4 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 serta LPK dari intansi berwenang & Website : sibaro.sawahlunto.go.id
tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga 5 Membawa Struktur Organisasi
Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara 6 Membawa pas foto 3x4 berwarna (penanggung jawal
penggunaan Tenaga Kerja BKK
S Peraturan Walikota Sawahlunto Nemor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomer 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dusar Wik Persyaratan Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Walktu Berbayar
7 |Rekomendasi lzin Pendirian Lembaga 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang I Foto kopi akta pendirian dan pengesahannya 10 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Pelatihan Kerja (LPK) Ketenagakeriaan 2 Daltar Nama dan dafiar riwayat hidup penanggung b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun Jawab LPK c. Telp. (0754} 62167
2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendafraran 3 Foto kopi tanda bulti kepemilikan/ penguasaan d. Fax. (0754) 62167
Lembaga Pelatihan Kerja sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan ketja minimal e. Mp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 3 tahun sesuai dengan program kerja f. Email :
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 4 Program pelatihan berbasis kompetensi Qﬁauﬂwﬂzm_ﬁmﬁm«w,{m:::._E@mgm_._.aoﬁ
serti Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 5 Praofil LPK ; Struktur organisasi, alamat, nomor telepon g. Website : sibaro.sawahlunte.go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali dan faksimili
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto & Daftar Instruktur dan tenaga kepelatihan,
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 7 Surat penunjukan sebagai cabang, apabila LPK adalah
Peraturan Walikota S8awahlunto Nomor 31 Tahun cabang dari LFK di Luar Negeri
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walilcota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Satu Pinty dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
8 |Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem | A Untuk Perusahaan : 1 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Jjaminan sosial nasional I Aslidan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan e Telp, (0754) 62167
penyelenggara jaminan sosial 2 Aslidan salinan NPWP perusahaan d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Menteri tenaga kerjn nomor 35 tahun 2015 | 3 Asli & salinan Akta perdagangan perusahaan e. Hp. 081353127427
tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga 4 Salinan KTP / Kartu tanda penduduk masing-masing f. Email :
Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara karyawan nva_uwmﬂnmrﬁémémr_c:ﬂcawwﬂmz.noa
penggunaan Tenaga Kerja 5 Salinan KK / Kartu keluarga masing-masing karvawan g. Website - sibare.sawahlunto.go.id
4 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 31 Tahun
2016 temtang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Pas foto warna karyawan, ukuran 2x3 sebanyalc 1
serta Tata Kerja Organisasi Peranglat Daerah Kota lembar
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | B untuk para pekerja mandiri :
teralchir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 1 Surat izin usaha dari kelurahan setempat
Noamor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 2 salinan KTP masing-masing pekerja
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 3 salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing pekerja
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fu ngsi
serla Tata Kerja Organisasi Perangkal Daerah Kota 4 Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2x3
Sawahlunto sebanyalk 1 lembar
S Peraturan Walikota Sawahlunio Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga. Kerja Kota Sawahiunto




Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .Wﬂnrn Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
alktu Berbayar
Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) I Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib 1 Mengisi Formulir 1 Hari Gratis  [a, Ruang Pengaduan
lapor ketenagakerjaan di perusahaan 2 Foto kopi KTP & NPWP Pimpinan Perusahaan b. Kotale Saran dan Pengaduan

2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 3 Foto kopi surat keterangan domisili, TDP, SIUP ([yang c. Telp. (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi masih berlaku) dan NPWP Peruysahaan d. Fax, (0754) 62167
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 4 Foto kopi WLK yang lama e. Hp. 081353127427
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 5 Foto kopi akta pendirian perusahaan f. Email :
teralchir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Busunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

3 Peratyran Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayarian Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Pelaporan dan Pendaftaran Pembarengan 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang I Berkas perjanjian kerja 7 Hari Oratis  [a. Ruang Pengaduan
Kerja Ketenagakerjaan 2 Berkas peraturan perusahaan b. Kotak Saran dan Pengaduan

2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI c. Telp. (0754) 62167
Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat d. Fax. (0754) 62167
penyerahan sebagian pelaksanaan pelkerjaan kepada e. Hp. 081353127427
perusahaan lain. [ Email :

3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun dpmptspnakersawahlunto@gmail com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan g. Website ¢ m_.cm_.d,mms.m:E:E,ms,:._
Walikota Nomer 1 Tahun 2017 tentang Pendelepasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

I |Rekoniendasi Pembuatan Paspor Calon 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 1 KTP yang masih berlaku 1 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Tenaga Kerja [ndonesia (CTK) penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri 2 Kartu Keluarga b. Kotal Saran dan Pengaduan
3 Akta Kelahiran, akta Perkawinan atau buku nikah, c. Telp. (0754) 62167

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang surat baptis, atau ijazah d. Fax, (0754) 62167
badan nasional penempatan dan perlindungan TKI 4 Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang e. Hp. 081353127427

memperaoleh kewarganegaraan Indonesia melalui I. Email :

3 Inpres Rl Nomor 06 Tahun 2006 ten tang kebijakan pewarganegaraan atau penyampaian pernvataan untuk n__uS.E.%:ﬂrE,mmSmE;E,o@.ﬁmgmzhoé
reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
luar Negeri 5 Surat penetapan ganti nama dari pejabal vang

4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan berwenang bagi yang telah mengganti nama
perlindungan TKI Nomor PER-44/KA/X1/2008 tentang | 6 Surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga
petunjuk teknis mekanisme pelayanan kartu tenaga kerja indonesia yang diterbitlkan oleh dinas tenaga kerja
kerja Luar Negeri (KTKLN) provinsi atau kabupaten /kota

7 Paspor lama, bagi vang telah memiliki paspor

5 8E Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI Nomor ; SE/03/KA/VIII/2000
tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan
TKI




- Fenita tain Dasar Hukum Pessyaraten ..W”MHW unw_..ﬂn““ s\.. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
12 |Pendaitaran Perjanjian Kerja dan Peraturan | 1 Undang-undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang I Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama 3 Harj Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Perusahaan Ketenapakerjaan 2 PKB yang baru 3 (tiga) rangkap b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 3 Surat kuasa perundingan, sebagai juru runding baik c. Telp, (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dari serikat pekerja / serikat buruh maupun dari d. Fax, (0754) 62167
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota pengusaha/pimpinan perusahaan e. Hp. 081353127427
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali 4 Data Umum Perusahaan f. Email :
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto - Data-data ketenagakerjaan {lampiran 1) dpmptspnakersawahlunto@gmail com
Nomer 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas - Surat Pernyataan Pimpinan Perusabaan (lampiran 11) g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun - Berita Acara hasil pembahasan penyusunan
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peraturan Perusahaan (Lampiran 1)
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Dacrah Kota - Folo kopi wajib lapor ketenagakerjaan
Sawahlunto {Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981)
3 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 43 Tahun - Fota kopi SK Pengesahan dan peraturan
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan perusahaan vang lama (untuk pengesahan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian peraturan perusahaan perpanjangan)
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas - Foto kopi bukti pembayaran terakhir program BRJS
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjann dan BRIS Kesehatan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto - Peraturan Perusahaan sebanyak 3 (tiga) berkas
13 |lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 1 Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi 4 hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Ketenagakerjaan materai 6000 b. Kotak Saran dan Pengaduan
Kabuparen /Kota 2 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 | 2 Fote kopi akte pendirian dan /atau akte perubahan c. Telp. [0754) 62167
tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari d. Fax. (0754) 62167
Kerja Nomor 16 Talun 2015 tentang tata cara instansi vang berwenang e, Hp, 081353127427
penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Foto kopi surat keterangan domisili perusahaan f. Email :
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun dpmptspnakersawahluntodgmail.com
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja 4 Foto kepi Nomor pokok wajib pajak (NPWP) g Website : sibaro.sawahlunto,ge.id
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 5 Foto kopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan vang masih
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan berlalku
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Foto kopi anggaran dasar vang memuat kegiatan vang
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas bergerak dibidang jasa penempatan tenaga kerja
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 7 Foto kopi sertifikat hak kepemilikan tanah berilut
bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5
{lima) Tahun vang dikuatkan akte notaris
8 PBagan struktur organisasi dan personil
9 Rencana Kerja lembaga penempatan tenaga kerja
minimal 1 tahun
10 pas foto pimpinan perusahaan hewarna ukuran 4 x 6
cm sebanyak 3 (tiga) lembar
1l Rekomendasi dari instansi vang bertanggung jawal
dibidang ketenagakerjaan / Tim Teknis
12 Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan
13 Foto kopi STTS PBE

Q\




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .””M”.—n Nn” ”.“.._““L‘u Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
14 |lzin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Rl No. I Surat Permohonan 7 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Pembantu, Kantor Kas Koperasi Simpan 15/Per/M.KUKM/1X /2015 tentang Usaha Simpan 2 Alamat Kantor b. Kotal Saran dan Pengaduyan
Pinjam Pinjam oleh Koperasi, 3 Foto kopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 4 Modal kerja untuk kantor cabang d. Fax, (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 5 TFoto kopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat e. Hp. 081353127427
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian sekurang-kurangnya cukup I. Email ;
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 6 Daltar saran kerja beserta kondisi fisiknya mﬁBuﬂmvzwwnamEmT_cae@mgm:.oon_
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 7 Neraca dlm perhitungan SHU 1 Tahun teralchir & Website : sibaro.sawahlunto. ga.id
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 8 Rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 Tahun
terakhir
9 Daftar nama dan riwayat calon Pimpinan dan Karvawan
10 Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikar standar
kompetensi
15 |lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat I Peraturan Presiden | Perpres ) Nomor 112 taliun 2017 | | Surat Permohonan 14 Hari Cratis  [a, Ruang Pengaduan
Perbelanjaan dan Izin Toko Swalayan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 2 Dokumen Kepemilikan Yang Sah b. Kotak Saran dan Pengaduan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 3 Lokasi Pasar sesuai rencana tata ruang wilavah ¢. Telp. (0754) 62167
d. Fax, (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan f. Email :
Walikota Nomar 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Qﬁ:.ﬁﬁm_usmxwammim:E:E@m:._m:_noa
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas 8. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Fenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Saty Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
16 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018( 1 Pemohon merupakan eksportir yang sudah terdafltar o 5 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
Daerah Kabupaten/Kota yang telah Tentang Ketentuan dan Tata Caara Penerbitan Surat Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal ([PSKA) b. Kotak Saran dan Pengaduan
Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sehingga memiliki user id pada aplikasi Surat c. Telp. (0754) 62167
Keterangan Asal) Keterangan Asal Elektronil [e-SKA) d. Fax. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2 Pemohon memililki rm_n:wrmvm: legalitas usaha seperti e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan SIUP, TDP, NPWP, Akta Notaris sebagai Badan Usaha I. Email :
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 3 Pemohan sudah melakukan registrasi kepabeanan dpmptspnakersawahlu ntagmail.com
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 4 Pemohon membawa kelengkapan cdokumen Surat 8. Website : mucm_.o.wws.m:_cio.wc.ﬁ
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permohonan Penerbitan SKA, Nota Pelayanan Ekspaor
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto NPE), Pemberitahuan Bkspor Barang (PEB), Tindasan
asli (original copy) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill
[AWB) atau Cargo Receipt, NPWP, Invoice, Packing List
dan Perhitungan Struktur Biaya.
5 Pemohon melakulkan pengajuan penerbitan SKA melalui
aplikasi e-SKA
6 Pernohon memahami penggunaan Harmonized System
[HS] Code untuk kamoditi vang akan diekspor.
7 Pemohon bersedia mengembalikan copy dokumen SKA

untulk dijadikan sebagai arsip.

»




Ho Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan ,ﬂ.ﬂ.-_m“”- ..u”ﬂﬂ.““s\u Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
17 |Surat Tanda Daftar Penvehat Tradisional I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 I Surat Permohonan 12 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
(STPT) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 2 Surat Pernyataan Mengenai Metode / Teknik Pelayanan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun yang diberikan c. Telp, (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 3 Foto kopi KTP d. Fax. (0754) 62167
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 4 Surat Keterangan Lokasi tempat Praktek dari Lurah / e. Hp. 081353127427
Sawahlunto sebagaimana telah diubah heberapa kali Desa . Email -
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 5 Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang nvaﬂﬁmn:mrﬁmm&mr_:io@mﬂm:henu
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas pengobatan tradisional yang bersangkutan / Surat g Website - sibaro.sawahlunto,go.id
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun Keterangan dari tempat Kegiatan Magang
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 FRato kopi sertifikat / {jazah pengobatan tradisional yang
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota dimiliki
Sawahlunto 7 Surat pengantar puskesmas setempat
3 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 43 Tahun 8 Pas foto 4x6 (2 lembar)
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 9 Foto kopi IMB
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian |10 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas |11 Lunas PBB
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 12 Denah Lokasi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
18 |lzin Penyelenggaraan dan Pembangunan I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun| 1 Surat Permohonan 14 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Fasilitas Parkir 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum 2 Memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 3 Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon c. Telp. (0754) 62167
Retribusi Jasa Umum 4 Memiliki atau menguasai areal tanah yang Iuasnnva d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun sesual dengan rencana kapasitas parkir kendaraan e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan yang akan disedialian {. Email
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian angnn%mmrnnmmimr_:_.;Q@mﬁm:.no:..
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas g Website : sibaro.sawahlunto,go.id
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
19 [lzin Pemakaian Terminal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1 Surat permohonan yang diketahui oleh kotua pemuda 2 hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk setempat b. Kotak Saran dan Pengaduan
Kepentingan Sendiri ¢ Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 43 Tahun d. Fax. (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan €. Hp. 081353127427
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian f. Email :
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas e_vanﬁwbumra_.wmims_ﬂio@mﬂgAoo:._
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 2. Website - sibaro.sawahlunta.go id
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
20 (lzin Pemakaian Badan Jalan 1 Undang- Undang Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu | 1 Surat permohonan yang bersangkutan diketahui oleh 2 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Lintas dan Angkutan Jalan Desa/Lurah setempat b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No.10 | 2 Surat izin keramaian dari Kepolis c. Telp, [(754) 62167
Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam d. Fax, (0754) 62167
keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk e. Hp. 081353127427
kegiatan lalu lintas I. Email :
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun dpmptspnakersawahlu ntogigmail. com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan & Website ; sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




Dasar Hukum Persyaratan Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Waktu Berbayar
lzin Isidentil AKDP Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Lalu | 1 Buku keur 2 Harj Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Lintas dan Anglkutan Jalan 2 lzin trayek b. Kotak Saran dan Pengaduan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang | 3 STNK c. Telp. (0754) 62167
Anglutan Jalan 4 Asuransi d. Fax. (0754) 62167
Keputusan Kementrian Perhubungan No. Km 35 e. Hp. 081353127427
Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan f. Email :
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum a?dﬁﬁu:mwa_ﬁmimr_c:ﬂo@mam:bo_j
Peraturan Waliketa S8awahlunto Nomor 43 Tahun g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Saru Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
lzin Pembuangan Limbah Cair Undang-undang Rl Na. 32 tahun 2009 tentang 1 Mengisi formulir izin limbah cair 50 Heri Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Peta Lokasi Pembuangan Limbah b. Ketak Saran dan Pengaduan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No, 1 3 Neraca Air e Telp, (0754) 62167
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian 4 Desain Perhitungan Instalasi Pengolahan Air Limbah d. Fax, (0754) 62167
Pencemaran Air (1PAL) e. Hp. 081353127427
Peraturan Pemerintah No, 27 tahun 2012 tentang lzin | 5 Standar Operaasional Prosedur - Instalasi Pengelolaan f. Email :
Lingkungan Alr Limbah (SOP IPAL) dpmptspnakersawahlunto@gmail,.com
Perda Keta Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang | 6 Diagram Alir IPAL g. Website ; sibaro.sawahlunto.go id
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 7 Diagram Alir Proses Produlksi
Hidup. 8 Akta Pendirian perusahaan
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 9 lzin Mendirikan Bangunan (IMB])
2019 tentang Perubahan Kefiga atas peraturan 10 Burat Pernyataan Sepadan / Bertetangga
Walikota Nomeor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian |11 Rekomendasi Amdal, UKL-UPL, RKL,/RPL atau Surar
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 12 Foto kopi Rekening PDAM
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 13 Hasil Analisa Lab dari BLH
14 Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati
peraturan yang berlalku
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Undang-undang Rl No. 32 tahun 2009 tentang I Isian Formulir Permohonan lzin penyimpanan 50 Hari Gratis |a, Ruang Pengaduan
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sementara limbah B3 b. Kotak Saran dan Pengaduan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 | 2 Isian Persyaratan Administrasi dan Teknis [zin c. Telp, (0754) 62167
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian penyimpanan sementara limbah B3 d. Fax. (0754) 62167
Pencemaran Air e. Hp. 081353127427
Feraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang lzin [, Bmail
Lingkungan n_vavﬁau_ﬂmxm_.mms,muu_:::@m_.:m:.naa
Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang g. Website : sibaro.sawahlunto. go.id
Pengendalian Pencemaran dan Kerusalkan Lingkungan
Hidup.
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor I Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

N




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Waktu Berbayar
24 [lzin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota I Undang-undang Rl No. 32 taliun 2009 tentang 1 Isian Formulir Permohonan Izin penyimpanan 50 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sementara limbah B3 b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 2 lIsian Persyaratan Administrasi dan Teknis 1zin c. Telp. (0754) 62167
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian penyimpanan sementara limbah B3 d. Fax. (0754) 62167
Pencemaran Air e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang lzin . Email -
Lingkungan mvavﬁmﬁzmraqums.mr::.:g@mn_m_._.noé
4 Perda Kota Sawahlunta Nomor 2 Tahun 2013 tentang & Website : sibaro.sawahlunto,go.id
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Talun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
25 |lzin Pembangunan dan Pengembangan 1 Undang - Undang Nomor | Tahun 2011 tentang I Surat Permohonan 14 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Perumahan Perumahan dan Kawasan Permulimar, 2 Fotokopi Akta Penclirian Perusahaan, apabila berbentuk b. Kotal Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang badan hukum c. Telp. (0754) 62167
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 3 Struktur Organisasi Perusahaan d. Fax. (0754) 62167
Permukiman. 4 Fotokopi KTP/identitas pemohon e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang [ 5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar f. Email ;
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang awaﬁ”mvﬂmrmammimr.:::ﬂ@@dm:.naﬂ
Permukiman, Perumahan B. Website : sibaro:sawahlunto.go.id
4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 7 Fotokopi lzin Surat lzin Usaha Perdagangan [SIUP),
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP
5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Fotokopi Izin Lokasi
5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 9 Fotokopi Sertifikat/Surat Kepeiilikan Tanah
Gedung. 10 Siteplan, Gambar Rericana dan Spesifikasi Telknis
6 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 11T Jadwal Kegiatan
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 12 Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Bidang
Walikata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Lingkungan Hidu, Dinas PKP2LH sesuai besaran
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas |13 Fotokopi STTS PBB
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Saty Pinty dan 14 Surat Pernvataan Mematyhi Peraturan Perundang-
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto undangan (bermaterai Rp, 10.000,-)
15 Uraian Rencana Pemanfaatan Tanah
16 Tabel Harga Jual




o P Dasar Hukugh Petsyaratan .“.MM”H hﬂﬂmw M_. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
26 |Rekomendasi Pembangunan Perumahan I Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 1 Surat Permohonan 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Ferumahan dan Kawasan Permukiman. 2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentulc b. Kotak Saran dan Pengaduan
(MBR) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang badan hukum ¢. Telp. (0754) 62167
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan| 3 Struletur Organisasi Perusahaan d. Fax, (0754) 62167
Permukiman, 4 Fotolepi KTP/identitas pemohon e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang | 5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar f. Email ;
Pembangunan Perumahan Masyarakat 6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang avﬁnnmﬁ:mrmamﬁm:_::5@@92_.35
Berpenghasilan Rendah. Perumahan g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umun Nomoy 7 Fotokopi lzin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
S5/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP
Gedung. 8 Fotokopi Sertifilkat/Surat Kepemilikan Tanah
5 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 43 Tahun 9 Foto Lokasi (4 sisi)
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 10 Perencanaan dan Perancangan Rumah Masyaralkat
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Berpenghaasilan Rendah (MBR)
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas [ 11 Perencanaan dan Perancangan Prasaran, Sarana, dan
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Utilitas Umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Rendah (MBR)
27 |lzin Pembangunan dan Péngembangan I Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang I Surat Permohonan 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahasn, apabila berbentuk b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang badan hukum c. Telp. (0754) 62167
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan| 3 Struktur Organisasi Perusahaan d. Fax, (0754) 62167
Permukiman. 4 Fotokopi KTP/identitas pemohon e. Hp. 081353127427
3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang [ 5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar f. Email :
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang dpmptspnakersawahlun to@amail.com
Permukiman. Perumahan 8. Website : sibaro.sawahlunto,go.id
4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 7 Fotokopi lzin Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP),
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP
5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Fotokopi lzin Lokasi
S5/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan 9 Fotokopi Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah
Gedung. 10 Siteplan, Gambar Rencana dan Spesilikasi Teknis
11 Jadwal Kegiatan
12 Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Bidang
Lingkungan Hidup, Dinas PKP2L.H sésuai besaran
13 Burat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-
14 undangan (bermaterai Rp.10.000,-)
15 Uraian Rencana Pemanfaatan Tanah
16 Tabel Harga Jual




Xo Jenis [zin Dasar Hukum Persyarsinn .ﬂ”ﬂn_ﬂw M...—...s-“a ﬁ.\u Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
28 |[lzin Membuika Tanah 1 Undang-undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang I Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Pemerintah Daerah 2 Fotokopi KTP Pemohon b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | 3 Pertimbangan Telknis dari Kantor Pertanahan/ Tim c. Telp, (0754) 62167
2 Tahun 2003 tentang Norma dan standar mekanisime Teknis d. Fax. (0754) 62167
ketata Jaksanaan Kewenangan Pamerintah di Bidang | 4 Peta Lokasi/Sket lokasi yang dibuat pemohon yang e. Hp. 081353127427
Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diketahui semua saksi batas I. Email ¢
Kabupaten / Kota 5 Surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh dpmptspnakersawahluntofigmail.com
3 Peraturan Walikota S8awahlunto Nomor 31 Tahun izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah . Website : sibaro.sawahlunto.go.id
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang dimohon
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun tangan dan/atau sidik jari isteri dan anak dari pihak
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pertama dan disaksikan oleh Kepala Dusun dengan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota diketahui Keuchik (Kepala Desa)
Sawahlunto 7 Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun dimohon
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 8 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS)PBB
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 9 Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
29 |lzin Pendaurulangan Sampah /Pengelolaan 1 Undang-undang Rl Nemor 18 Tahun 2008 tentang 1 Permohonan 14 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pengelolagn Sampah 2 Proposal Teknis b. Kotak Saran dan Pengaduan
Pemrosesan Alchir Sampah vang 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Fotokopi KTP penanggung jawab c. Telp. (0754) 62167
Diselenggarakan Oleh Swasta 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan 4 Fotokopi NPWP d. Fax. [0754) 62167
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 5 Fotokopi akte pendirian perusahaanbagi vang e. Hp. 081353127427
Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah berbadanusaha . Email :
rumah Tangga 6 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 7 Surat pernyataan kesedinan mematuhi peraturan £ Website : sibaro.sawahlunto,go,id
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi perundang-undangan tentang pengelolaan sampah
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 8 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 9 keterangan Bebas Tunggakan Pajak Daerah
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 10 Rekomendasi Teknis
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




Wi R Dasar Hukum. Sorsyaraian ,“m”m”” wﬂ.“..nw_u uﬁ\.. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
30 |lzin Penclirian, Perubahan, dan Penutupan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang | 1 Hasil studi kelayakan 15 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Menengah 2 Isi Pendidikan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor| 3 Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga c. Telp. (0754) 62167
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, kependidikan d. Fax. (0754) 62167
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar | 4 Sarana dan prasarana pendidikan e. Hp. 081353127427
dan Menengah 5 Pembiayaan pendidikan f. Email -
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 6 System evaluasi dan sertifikasi dpmptspnakersawahluntogigmail.com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 7 Manajemen dan proses pendidikan 2. Website : sibaro.sawahlunto.ge.id
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota dengan melampirkan :
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | a Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan
Nomar 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas ekologis.
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun b Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pendidikan formal dari segi prospek pendaftar,
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota keuangan, sosial dan budaya.
Sawahlunto ¢ Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Normor 43 Tahun pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan wilayah tersebut,
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian | d Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sejenis.
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte e
Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup
Jjangkauan satuan pendidikan formal scjenis yang ada.
I Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu)
tahun akademik berikutnya.
g Data mengenai status kepemilikan tanah danj/atau
bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan
dokumen kepemililian yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama
Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan
penyelenggara
31 [lzin Pendirian Satuan Pendidikan Non I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1. Persyaratan Administratif 30 hari Gratis [, Ruang Pengaduan
Formal (PNF) 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan | a Foto kopi KTP Pendiri b. Kotal Saran dan Pengaduan
Nonformal b Susunan pengurus dan rincian tugas c. Telp, (0754) 62167
2 Peraturan Welikota Sawahlunto Nemor 43 Tahun ¢ Surat Keterangan domisili Kepala Desa/Lurahn d. Fax, (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan d Keterangan Kepemilikan atau kuasa penggunaan e. Hp. 081353127427
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun . Email :
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | f Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementrian dibidang Hukum dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
3 Tenaga Kerja Kota Bawahlunto 2. Persyaratan Teknis
a Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Penclidikan

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidilan




Jenis Izin

Dasar Hukum

Persyaratan

Jangka
Walktu

Gratis /
Berbayar

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

[zin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini [PAUD)

1

3

4

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini

Peraturan Walikota SBawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomer 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
sertd Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

e W -

o

Surat permohonan pengajuan dari lembaga
Lembaga telah berdiri minimal 6 bulan

struktur Pengurus

Foto kopi KTP pengurus

Data Pengurus Lembaga / Organisasi

Memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai
dengan Permen 58 Tahun 2009

7 Memiliki Kurikulum / acuan pembelajaran di Lembaga

8 Foto kopi akta notaris
9 Minimal mempunyai 2 ruangan
10 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Lembaga

(data inventaris lembaga)

11 Peserta didik minimal 15 anak
12 Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

60 Hari

Gratis

a, Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp. (0754) 62167

d. Fax. [0754) 62167

e. Hp. 0B1353127427

[. Email :
dpmptspnakersawahlunto@gmail.com

g Website : sibaro,sawahlunto. go.id

33

Pelavanan Sertifikasi Benih

Undang-undang Nomar 12 Tahun 1992 tentang sistem
Budidaya Tanaman

Peraturan Menteri Pertanfan Nomor

116/ Permentan/SR 120/11/2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

48/ Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi,
sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih
Hortikultura

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Madal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

1 Permohonan

2 Kartu Tanda Pendudulk (KTP)
3. Surat Kepemilikan Lahan

5 Hari

CGratis

a. Ruang Pengaduan

b. Kotak Saran dan Pengaduan

c. Telp. (0754) 62167

d. Fax. (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Email :
dpmptspnakersawahlunto@gmail.com

g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id




No Jents taln st kot Persyaratan Jangka Gratis / [Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Waltu Berbayar
34 |Rekomendasi Kredit Usaha Ralkyat (KUR) 1 Aturan Perbankan yang memberi kredit usaha 1 Foto kopi KTP 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Ketahanan Pangan dan Energi (KPE) rakyat/ketahanan pangan dan energi 2 Surat kepemilikan lahan / surat keterangan b. Kotals Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun penggunaan atas pengelolaan lahan vang diketahui . Telp. (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Desa atau Lurah d. Fax. (0754) 62167
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota e. Hp. 081353127427
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali f. Email :
teralkhir dengan Peraturan S_mcworm Sawahlunto dpmptspnakersawahluntogigmail.com
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas g Website : mzum_d.mms_ﬁrE:.mo.wo._.a
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunte
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Neon Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
35 |lzin Operasional Rumah Salkit 1 Undang Undang Nomor 344 Tahun 2009 Tentang 1 Surat Permohonan 10 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Rumah Sakit 2 Foto kopi IMB Rumah Sakit b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 3 Barana dan Prasarana Rumah Sakit yang masih c. Telp, (0754) 62167
. tentang Klasifilasi dan Perizinan Rumah Salit berfungsi d. Fax. (0754) 62167
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 4 Peralatan yang masih berfungsi e. Hp. 081353127427
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 5 Sumber Daya Manusia f. Email
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Administrasi Manajemen Rumah Sakit dpmptspnakersawahluntofgmail.com
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Penanaman Meodal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
36 |Surat Keterangan Kesehatan Hewan 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Foto kapi KTP 1 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Burat Kepemilikan Hewan /Pass Ternalk b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun d. Pax, (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi e. Hp. 081353127427
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota f. Email :
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali dpmptspnakersawahluntofgmail.com
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomeor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .”MM“H- M.w ..H“.”. n__. A Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
37 |Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan | 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Mengisi Permohonan 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Foto kopi Akta Perusahaan b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Foto kopi KTP c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 4 lzin Lingkungan d. Fax. (0754) 62167
tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor 5 Pendaftaran Penanaman Modal e. Hp. 081353127427
Pertanian 6 Pas Foto f. Email :
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun dpmptspnakersawahlunto@gmail .com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi g. Website : sibarp.sawahlunto.go.id
serta Tata Kerja Organisasi Peranglkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte
38 |lzin Prakiek Dokter Hewan (SIP DRH) 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Surat Permohenan 5 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduls (K'TP) h. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Meriteri Pertanian Republik Indonesia 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar d. Fax, (0754 62167
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik e. Hp. 081353127427
Veteriner 5 Fotokopi ijazah Dokter Hewan {. Bmail
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 6 Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walilsota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas kedokteran hewan cabang setempat
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 8 Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah
Tenaga Kerja Kota S8awahlunte Kabupaten /Kota dan
9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik
Daokter Hewan
39 |lzin Paramedik Veteriner Pelayanan 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Surat Permohonan 7 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Pendudulk (KTP) b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Totokopi Nomor Pokolk Wajib Pajak (NPWP) c. Telp, (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar d. Fax. (0754) 62167
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik ¢, Hp. 081353127427
Veteriner 5 Fotokopi ljazah sarjana kedolkteran hewan, diploma . BEmail ;
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Kesehatan Hewan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Dokter Hewan
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi

Tenaga Kerja Kota Sawahlunta

paramedik veteriner Indonesia setempat

&




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .ﬂ“m”” MQHH“L_H. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi vang diterbitkan oleh
lembaga Sertifikasi Profesi berupa :
- gertifikat kompetensi di bidang Kesehatan
Hewan untuk SIPP Keswan.
9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
40 |lzin Paramedik Veteriner Pelavanan I Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Surat Permohonan 7 Hari Gratis |4, Ruang Pengaduan
Inseminator (SIPP Inseminator) perubahan atas undang-undang homor 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) b, Kotak Saran dan Pengacduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Fotokopi Nomor Polkok Wajib Pajalk (NFWP) c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar d. Fax. (0754) 62167
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik e. Hp, 081353127427
Veteriner 5 Fotokopi ljazah sarjana kedokteran hewan, diploma {. Email :
3 Peraturan Walikota S8awahlunto Nomor 43 Tahun Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang dpmptspnakersawahilunto@gmail .com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Kesehatan Hewan g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Dokter Hewan
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 7 Fotakopi surat rekomendasi dari organisasi profesi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto paramedil veteriner Indonesia setempat
8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi vang diterbitkan oleh
lembaga Sertifilkasi Profesi berupa :
- sertifikat kompetensi di bidang Inseminator
Buatan untuk SIPP Inseminator
9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
41 |lzin Paramedik Veteriner Pelayanan I Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentahg I Surat Permohonan 7 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Pemeriksaan Kebuntingan(SIPP Pkb) perubahan atas undang-undang nomar 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Pendudul (KTP) b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Fotokopi Nomor Pokak Wajib Pajak (NPWP) c. Telp: (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanvak 2 (dua) lembar d. Fax. (0754) 62167
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik e. Hp. 081353127427
Veteriner 5 Fotokopi ljazah sarjana kedokteran hewan, diploma [. Email -
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Kesehatan Hewan, atau {jazah sekolah kejuruan bidang dpmptspnakersawahluntog@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Kesehatan Hewan . Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Dokter Hewan
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan | 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunte paramedik veteriner Indonesia setempat
8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi vang diterbitkan oleh
lembaga Sertifikasi Profesi berupa
- sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan
Kebuntingan
9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan

Tempat Pelayanan Paramedilc Veteriner

\V\




o Fimiki i Dasar Hukam Pareynratan Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Waktu Berbayar
42 |lzin Paramedik Veteriner Pelavanan Teknik I Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang I Surat Permohonan 7 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Reproduksi (SIPP ATR) perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Pendudulk (KTP) b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar d. Fax, (0754) 62167
Nomior 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik e. Hp. 081353127427
Veteriner 5 Fotokopi ljazah sarjana kedokteran hewan, diploma . Email :
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Kesehatan Hewan g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan
Wewenang Perizinan dan Non Petizinan Kepada Dinas Dokter Hewan
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto paramedilc veteriner Indonesia setempat
8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh
lembaga Sertifikasi Profesi berupa :
- sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi
9 Fotokopi surat keterangan pemenuban persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
43 [Surat lzin Usaha Veteriner Lain (SIVET) 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang 1 Burat Permohonan . 5 hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2 Fotokopi Kartu Tanda Pendudulk (KTP) b. Kotak Saran dan Pengaduan
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3 Fotokopi akta pendirian badan usaha atau c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia perubahannya bagi badan usaha d. Fax, (0754) 62167
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik | 4 Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan e. Hp. 081353127427
Veteriner bangunan dan f. Email :
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 5 Burat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas dpmptspnakersawahluntog@gmail.com
2019 tentang Perubahan Ketiga atas pératuran Daerah Kabupaten /Kota. g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
44 |Surat lzin Pemakaian Tanah (S1PT) 1 Peraturan Daerdh Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 1 KTP 5 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan barang Daerah| 2 Membawa Surat lzin vang Lama h. Kotak Saran dan Pengaduan
. 3 Permohonan Pemakaian Tanah yang diketahui oleh ¢, Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun Lurah d. Fax. (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 4 Melampirkan Setoran PBB tahun berjalan e. Hp. 081353127427
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kaota 5 Melampirkan Pembayaran Rekening Listrik teralkhir f. Email ;
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 6 Surat Pernyataan dpmptspnakersawahluntog@gmail.com
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 7 Materai 6000 2 buah g Website : m_.vm_.c.mms.s_,__::mo..mc._.a
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 8 pas photo 3 x 4 2 Buah

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kata
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Momor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Semua Persyaratan dialas dimasukan dalam Map
Snelhecter Falio




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan .ﬂ”_m”un M””“”. n\.n Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
45 |lzin Pemasangan Iklan/Reklame 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 Tahun | 1 KTP 3 Hari Gratis a. Ruang Pengaduan
2011 tentang pajak daerah 2 Mengisi blanko Pendaftaran b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 3 Surat Permohoenan lzin Penyelenggaraan reklame c. Telp. (0754) 62167
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame 4 Surat lzin dari masyarakat apabila memakai tanah d. Fax, (0754) 62167
Kota Sawahlunto masyaralkat e, Hp. 081353127427
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 5 Denah Lokasi tempat penyelenggaraan reklame f. Email :
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | 6 Gambar rangka konstruksi baliho/billboard dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota T Jdudul teks reklame yang akan di pasang g. Website : sibaro.sawahlunto. go.id
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
46 |Rekomendasi [zin Keramaian 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 1 Surat Permohonan penertiban rekomendasi penelitian 1 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala b. Kotak Saran dan Pengaduan
masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Telp. (0754) 62167
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di Tanda tangani d. Fax. (0754) 62167
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi oleh Ketua Panitia Pelaksana selaku Penanggung e. Hp. 081353127427
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Jawab f. Email :
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali | 2 Proposal Penelitian yang berisi dpmptspnakersawahluntoggmail com
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto - Latar Belakang Kegiatan ¢. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas - Nama Organisasi
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun - Penanggung Jawab
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi - Tempat Pelaksanaan Kegiatan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota - Bentuk Kegiatan
Sawahlunto - Waktu pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun - Susunan Kepanitian
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan - Peserta
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 3 Salinan / Foto kopi kartu tanda penduduk penanggung
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas jawab/ketua
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan| 4 Surat lzin Pemakaian Tempat Kegiatan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 5 Surat pernyataan untuk mentaati dan tidalk melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlalku

7




No Jenis Izin Desar Hulkam Perspiratin .ﬂ”ﬂ”ﬂ Mm—“““hn Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
47 |Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 1 Surat permohonan dari Orsos yang bersangkutan 3 Hari CGratis  |a. Ruang Pengaduan
Operasional Panti Sosial Yayasan 2 Melampirkan SIOF Orsos dari Dinas Sosial, b. Kotak Saran dan Pengaduan

2 Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan c. Telp. (0754) 62167
Kesejahteraan Sosial Perlindungan anak Kota Sawahlunto d. Fax. (0754) 62167

3 Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 3 Foto kopi Akta Notaris e. Hp. 081353127427
50/ HUK /2004 tentang Standarisasi Panti Sosial 4 Foto kopi Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Email :

4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun organisasi sosial (Orsos) dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | § Pengisian Formulir F.01 yayasan yang diketahui oleh #. Website : sibaro sawahlunto.ge.id
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali Perempuan dan Perlindungan Anak

terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 6 Struktur / Susunan Kepengurusan Orsos
Nomeor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 7 Program Kerja Orsos

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 8 Rekomendasi dari Ketua Lembaga Koordinasi
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Sawahlunto
serta Tala Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 9 Rekomendasi Walikota Sawahlunto
Sawahlunta 10 Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial vang

5 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 43 Tahun dilaksanakan
2019 tentanyg Perubahan Ketiga atas peraturan 11 Pas Foto warna Ketua Orsos ukuran 4 x 6 sebanyak 2
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian lembar
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayvanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

48 |Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi) 1 Peraturan Menteri Sosial nomor 110 tahun 2009 A Calon Orang Tua 2 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
tentang pengangkatan anak 1 Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga (dilegalisir) b. Kotak Saran dan Pengaduan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2009 tentang | 2 Surat Keterangan sehat Jasmani dari Dolcter c. Telp. (0754) 62167
pengangkatan anak 3 Berumur 35-55 Tahun d. Fax, (0754) 62167

3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 4 Agama sama dengan agama calon anak argkat e. Hp. 081353127427
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi | § Berstatus nikah paling singkat 5 Tahun I. Bmail ;
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota 6 Surat keterangan catatan dari kepolisian dpmptspnakersawahlunta@gmail.com
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali 7 Tidak merupakan pasangan sejenis g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto 8 tidak/belum punya anak atau memiliki satu anak
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas | 9 Surat pernyataan pengangkatan anak untuk
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun kesejahteraan anak diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi bermaterai 6000
serta Tata Kerja Organisasi Perangkal Daerah Kota 10 Surat Keterangan mampu
Sawahlunto 11 Surat pernyataan penyerahan anak dengan dua saksi

4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun bermaterai 6000 diketahui Kepala Desa/lurah
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 12 Pas photo ukuran 4 x 6 = 2 Lembar
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan | B Orang Tua Kandung / Wali
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto 1 Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga di legalisir

2 Surat Keterangan tidak mampu dari kepala Desa/ Lurah

.X




No Jenis Izin Dasar Hukum Persyaratan ,MMMM”” M“ﬂ“ﬂi.«n Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
C Calon Anak Angkat
1 Foto kopi akte kelahiran di legalisir
2 Merupakan anak terlantar / atau ditelantarkan
3 berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
4 belum berusia 18 Tahun [memerlukan perlindungan
khusus)
5 Belum berusia b tahun ( prioritas utamea)
6 Berusia 6 sampai 12 tahun (dengan alasan mendesak)
7 Bernsia 12 sampai 18 Tahun (memerlukan
49 [Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran | 1 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 1 Permohonan dari perguruan Tinggi yang bersangkutan 3 Hari wratis  |a. Ruang Pengaduan
Pemberdayaan Masyarakat [PPM) Perguruan 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi b. Kotak Saran dan Pergaduan
Tinggi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota c. Telp. (0754) 62167
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa lcali d. Fax. (0754) 62167
teralkhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto e. Hp. 081353127427
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas f, Email :
Peraturan Walikota Sawallunto Nomor 31 Tahun dpmptspnakersawahlunto@gmail com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi g. Website : sibaro.sawahlunto go.id
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
50 |lzin Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1 Peraturan Walikota Bawahlunto Nomor 31 Tahun 1 Permohonan dari perguruan Tinggl vang bersangkutan 3 Hari Cratis  |a. Ruang Pengaduan
Perguruan Tinggi 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi b, Kotak Saran dan Pengaduan
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota c. Telp, (0754) 62167
Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali d. Fax, (0754) 62167
teralkhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto e. Hp, 081353127427
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas f. Email :
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun dpmptspriakersawahlunto@gmail com
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto




= TeviaEin . Pesayaratis Jangka Gratis / |Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Walktu Berbayar
51 |lzin Pengumpulan Sumbangan dalam 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 1 Surat Permchonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Daerah/Kota Pengumpulan Uang dan Barang 2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk b. Kotak Saran dan Pengaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun badan hulkum c. Telp. (0754) 62167
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan 3 Fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan d. Fax, (0754 62167
Walikota Momer 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian | 4 Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar e. Hp. 081353127427
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas | 5 Rekomendasi Camat {. Email :
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan [ 6 Rekomendasi Dinas yang membidangi sosial/Tim Teknis dpmptspnakersawahlunto@gmail.com
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto g. Website : mEE.c.wxém_.;::,ﬂ.o.m.u.a
7 Surat Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laporan
kepada Dinas Teknis Terkait
8 Fotokopi Rekening Bank Penampung Sumbangan
9 Data :
- Keglatan sosial yang telah dilaksanakan
- Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan usaha-
usdha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
- Waktu penyelenggaraan
- Luas penyelenggaraan (Wilavah, golongan)
- Cara penyelenggaraan dan penyaluran
- Rencana pelaksanaan Provek dan rencana
pembiayaan secara terperinci.
52 |lzin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar [ 1 Undang - Undang Cagar Budaya No. 10 Tahun 2010 1 Surat Permohonan 3 Hari Gratis  |a. Ruang Pengaduan
Daerah Kabupaten/Kota dalam | {satu) 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2 Data Pemilik Benda Cagar Budava b. Kotak Saran dan Pengaduan
Daerah Provinsi Republik Indonesia Namor 345/M /2014 tentang 3 Dala Benda Cagar Budaya c. Telp, (0754) 62167
Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama d. Pax. (0754) 62167
Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan e, Hp. 081353127427
Cagar Budaya Peringlat Nasional. £ Emails
3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun dpmptspnakersawahluntogigmail com
2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 2. Website : mmumqo.mmém:_::*c.mo.a
Budaya.
4 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor
189.2/250/WAKO-8WL/2014 tentang Penetapan
Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
5 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor

188.45/327/WAKO-SWL/2017 tentang Penetapan
Benda, Bangunan, Struktur dan Situs sebagai Cagar
Budaya Kota Sawahlunto.




No Fenatedzls Dasar Hulum Persyaratan ,WMMHMP M.,aﬂﬂww M». Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
53 |Rekomendasi Membawa Benda Kolelksi I Undang - Undang Cagar Budaya No. 10 Tahun 2010, 1 Surat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Museum ke Luar Kota Sawahlunto 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 2 Data Pemilik Benda Koleksi Museum b. Kotak Saran dan Pengaduan
Pemajuan Kebudayaan. 3 Data Benda Koleksi Museuym c. Telp. (0754) 62167
3 Peraturan Pemerintah Nomar 66 Tahun 2015 tentang d. Fax, (0754) 62167
Permuseuman, e. Hp. 081353127427
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan f. Email ;
Republik Indonesia Nomor 345/M/2014 tentang dpmptspnakersawahluntoggmail.com
Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama g Website : sibaro.sawahlunto.go.id
Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan
Cagar Budaya Peringkat Nasional.
5 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya.
6 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor
188.45/327/WAKO-SWL/2017 tentang Penetapan
Benda, Bangunan, Struktur dan Situs sebagai Cagar
Budava Kota Sawahlunto.
54 | Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 1 Surat Permohonan 3 Hari Gratis  [a. Ruang Pengaduan
Budava Pemajuan Kebudayaan. 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Kotak Saran dan Perigaduan
2 Peraturan Walikota Sawahlunte Nomor 31 Tahun 3 Data Sanggar Seni dan Komunitas c. Telp. (0754) 62167

2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkal Daerah Kota
Sawahlunto

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Walikota Nomor | Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

d. Fax, (0754) 62167

e. Hp. 081353127427

f. Bmail :
dpmptspnakersawahlunteg@gmail.com

g Website : sibaro.sawahlunto.go,id

WALIKOTA SAWAHKEUNTO,




